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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi 

harmonisasi dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten 

Ketapang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam kaitannya dengan masalah tumpang 

tindih izin lokasi dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang diatur 

dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi 

kendala dalam harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral 

tersebut, serta menganalisis dan mengevaluasi solusi hukum dalam harmonisasi 

kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang. 

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori perencanaan 

pembangunan dan teori kebijakan publik sebagai landasan teori yang digunakan 

untuk menganalisis harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral di 

Kabupaten Ketapang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dan 

menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan 

politik hukum.  

Aturan hukum dalam pengeleloaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

yang sangat majemuk dan berjalan secara masing-masing berpotensi untuk 

terjadinya tumpang tindih dalam penguasaan lahan di lapangan. Selain itu, potensi 

tumpang tindih ini sudah dimulai dari landasan konstitusionalnya sendiri yang 

membuka peluang untuk terjadinya tumpang tindih. Aturan hukum yang mengatur 

masing-masing sektor tanpa adanya keharusan untuk saling merujuk menjadi 

kendala dalam mewujudkan harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan 

mineral di Kabupaten Ketapang. Di sisi lain, tumpang tindih antar sektor 

menunjukkan bahwa tidak adanya suatu perencanaan pembangunan yang 

terencana dengan baik mengenai konsep rencana pembangunan daerah yang 

tertuang dalam RTRW, maupun RPJMD serta RPJPD di Kabupaten Ketapang. 

Langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah mengkaji kembali tentang 

aturan hukum sektoral sehingga menghasilkan sebuah produk hukum baru demi 

terwujudnya harmonisasi di level regulasi dan implementasi penerbitan izin usaha 

pertambangan mineral dan izin usaha lain, seperti perkebunan kelapa sawit di 

Kabupaten Ketapang. 

 

Kata-kata kunci: harmonisasi, tumpang tindih, izin pertambangan mineral 
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Abstract 

This research aims to find, analyze and evaluate the harmonization of the 

issuance of mineral mining license in Ketapang Regency stipulated in Law No. 4 

of 2009 on Mineral and Coal, in relation to issues overlapping with the location 

permit oil palm plantation business are regulated in Law No. 18 Year 2004 on 

Plantations. In addition, this study also aims to find, analyze and evaluate the 

constraints in policy harmonization mineral mining license issuance, as well as 

analyzing and evaluating legal solution in the harmonization of policy issuance 

mineral mining license in Ketapang Regency. 

This study uses the theory of authority, planning theory and the theory of 

public policy as the basis for the theory is used to analyze the harmonization of 

mineral mining license issuance in Ketapang. This research is normative 

research, and using the approach of regulatory Regency, legal and political 

approaches. 

The rule of law in cultivation and utilization of natural resources is very 

complex and run for each potential overlaps in land tenure in the field. In 

addition, the potential overlap has been started from its own constitutional 

foundation that opens up opportunities for overlapping. The rule of law governing 

each sector without having to refer to one another obstacle in realizing the 

harmonization of mineral mining license issuance in Ketapang Regency. On the 

other hand, the overlap between sectors suggests that the absence of a plan, well-

planned development of the concept of local development plans set out in the 

Spatial Plan, and Regional Medium-term Development Plan (RPJMD) and 

Regional Long-term Development Plan (RPJPD) in Ketapang. Steps to be taken 

by the government is reviewing the sectoral legislation about to produce a new 

legislation for the creation of harmonization at the level of regulation and 

implementation of the issuance of a business license and business permit mining 

of minerals, such as oil palm plantation in Ketapang. 

Keywords: harmonization, overlapping, mineral mining license 
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